
 

                                                     NOTULEN KEGIATAN 

 

Acara              : Sosialisasi Anti Gratifikasi  
Hari / Tanggal         : Kamis, 20 Agustus 2026 
Waktu                      : 08.30 WIB s.d. Selesai 
Tempat                   : Pendopo Kapanewon Bambanglipuro   

Fasilitator / Pemateri: Panewu Bambanglipuro 
 

URAIAN JALANNYA ACARA :  

1. Pembukaan dan Sambutan 

Acara dibuka secara resmi oleh Pembawa Acara pada pukul 09.00 WIB dengan 

doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Panewu. Panewu menegaskan 

komitmen penuh lembaga dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi 

melalui implementasi program pengendalian gratifikasi. Seluruh jajaran pegawai 

diwajibkan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan 

jabatan guna menjaga integritas dan kredibilitas instansi. 

2. Pemaparan Materi (Narasumber) 

Narasumber menyampaikan materi inti mengenai regulasi dan tata cara 

pengendalian gratifikasi, dengan poin-poin penting sebagai berikut: 

 Definisi Gratifikasi: Merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian 

uang, barang, diskon (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas 

lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

 Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan: Setiap pemberian dari pihak ketiga atau 

pengguna layanan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan wajib 

ditolak. Apabila dalam kondisi tertentu pemberian tersebut tidak dapat ditolak 

(misalnya dikirim ke rumah atau demi menjaga hubungan antarlembaga), maka 

wajib dilaporkan. 

  



 

 Mekanisme Pelaporan: Pegawai yang menerima gratifikasi yang dilarang wajib 

melaporkan objek tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal 

instansi atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka 

waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. 

 Strategi Pencegahan: Instansi didorong untuk meningkatkan transparansi 

pelayanan, digitalisasi sistem transaksi guna meminimalkan interaksi tunai, serta 

memperkuat sistem pengawasan internal. 

3. Kesimpulan 

1. Seluruh pegawai menyepakati komitmen bersama untuk menolak segala bentuk 

gratifikasi ilegal yang berkaitan dengan tugas dan jabatan. 

2. Penguatan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal sebagai wadah 

konsultasi dan pengelolaan laporan dari pegawai. 

3. Penyebarluasan media informasi (banner, infografis, digital) di area pelayanan 

publik agar masyarakat/mitra kerja memahami larangan pemberian gratifikasi 

kepada petugas. 

 
                                                                           Bambanglipuro,20 Agustus 2026 
          Notulis, 

                                                                                       

 

                                                                                      (Turik Winarti S.E) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Dokumentasi Kegiatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sosialisasi Pelaporan & Diseminasi
PengendalianGratifikasi









1 Karena hubungan keluarga,sepanjangtidak memiliki konflikkepentingan.

3
Penerimaan terkait denganmusibah atau bencanasepanjang tidak ada konflikkepentingan dan memenuhikewajaranatau kepatutan

GRA T I F I K A S I Y A NG
TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Penyelenggaraan pernikahan,kelahiran,aqiqah, baptis, khitanan, danpotong gigi, atau upacaraadat/agama lain paling banyakdengan batasan nilai perpemberian 1.5 juta Rupiah
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